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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Analisis tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai: 

1. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra) mencapai 

100% dengan 11 Program dan 35 kegiatan. Dokumen RPJMD telah 

menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Renstra. Dilihat dari 

sisi anggaran dokumen RPJMD dengan Renstra dikatakan 

konsisten yaitu sebesar 98,17%. 

2. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan 

Rencana Kerja (Renja) untuk program mencapai 83,33% dan untuk 

kegiatan mencapai 73,80%. Hal ini dinilai sangat baik karena 

terdapat 10 program dan 31 kegiatan yang konsisten. Akan tetapi 

masih ada 2 prgram dan 11 kegiatan yang tidak konsisten. Dilihat 

dari sisi anggaran dokumen Renstra dengan Renja dikatakan tidak 

konsisten yaitu sebesar 163%. 

3. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk program mencapai 

72,72% dan kegiatan mencapai 60,52%, dimana terdapat 8 program 
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dan 23 kegiatan yang konsisten. Akan tetapi masih ada 3 program 

dan 15 kegiatan yang tidak konsisten.  Dilihat dari sisi anggaran 

dokumen Renja dengan RKA dikatakan tidak konsisten yaitu 

sebesar 18%. 

4. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencapai 100% 

dengan 8 Program dan 23 kegiatan. Dilihat dari sisi anggaran 

dokumen RKA dengan DPA dikatakan konsisten karena sesuai 

atau sama. Dokumen RKA telah menjadi acuan dalam penyusunan 

dokumen DPA. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi perencanaan dan 

penganggaran: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kurangnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran. 

Untuk dapat mewujudkan konsistensi antara dokumen perencanaan 

dan penganggaran dibutuhkan pemahaman yang baik di tingkat 

SKPD. 

2. Pemerintah  

Kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi terkadang 

membuat kebijakan yang munculnya tidak di awal waktu namun di 

pertengahan sehingga mempengaruhi program atau kegiatan yang 

sudah tersusun atau sudah ditetapkan. 
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6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai 

berikut: 

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai 

Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan 

dan penganggaran maka disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Manggarai harus meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan bisa berjalan 

dengan baik dan bisa mencapai konsisten. 

b. Pemerintah Kabupaten Manggarai 

Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan 

dan penganggaran maka disarankan agar Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kepada staf yang ada pada 

setiap dinas agar dapat memahami penyusunan dokumen-dokumen 

perencanaan dan penganggaran. 
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